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TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa Tata Cara Pembentukan dan Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah telah diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan
Daerah;

bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,
maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf
a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi
Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan

BUPATI BANDUNG



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

b

10.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRD Kabupaten Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bandung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung.

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat
secara umum.



11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan
peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan,
persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan dan penyebarluasan.

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah
instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang
disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan
penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan,
objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk di
dalamnya kajian akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan.

Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah.

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan
dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang
digunakan utuk mengundangkan peraturan daerah.

Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas
memberikan asistensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
menjadi Peraturan Daerah.

Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah dan DPRD.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pembentukan peraturan daerah adalah:

1.

memberikan landasan yuridis dalam membentuk peraturan daerah;



